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PENUTUP

5.1 Simpulan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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Simpulan yang dapat diambil dari bab terdahulu penelitian ini adalah :

Adanya selisih pendapat antar mitra grab yang menyebabkan adanya tiga
pihak dalam menyikapi pemotongan pajak penghasilan tersebut.
Kurangnya pengertian dari para mitra grab mengena NPWP yang
menyebabkan mereka tidak membuat dan tidak memiliki NPWP tersebut.
PT Solusi Transportasi Indonesia menggolongkan para mitra grab pada
pegawai tidak tetap yang bersifat lepas sesuai dengan peraturan pajak
PER-16/PJ2016

Proses pelaporan dan penghitungan pajak yang dilakukan oleh PT Solusi
Transportasi Indonesia sudah sesuai dengan peraturan PER-16/PJ2016
Kurang pahamnya para mitra grab tentang penghitungan pajak penghasilan
yang dipotongkan kepada mereka menyebabkan mereka agak bingung

dalam penghitungannya.
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5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka beberapa saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut :

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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Lebih diberikannya pemahaman kepada para mitra mengena fungsi dari
pemotongan pajak tersebut.

Diberikannya penyuluhan mengenai pentingnya NPWP untuk mencatat
pemasukan dan harta yang mereka miliki, dan agar untuk meringankan
pajak yang di tangguhkan kepada mereka.

Sudah sesuainya penggolongan yang dilakukan pada mitra grab
menjelaskan bahwa PT Solusi Transportasi Indonesia memiliki penerapan
prosedur yang baik.

Pelaporan dan penghitungan yang diterapkan sudah bailk dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut perlu untuk terus
dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Harus adanya penjelasan dari bagian penerimaan mitra grab mengenai
paak tersebut agar para mitra tidak bingung dan lebih yakin mengenal

pemotongan pajak tersebut.
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